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ABSTRAK 

A.FADLI ABU, Tahun 2023 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Jam’an dan Pembimbing II Asdar  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak 

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar. Jenis penelitian 

yang dugunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif 

dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriktif. Data Yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data target dan realisasi pajak reklame 

pada tahun 2013-2023 serta data primer yaitu data yang di ambil dari hasil 

wawancara. Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriktif menunjukkan 

bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Makassar masih kurang optimal. Hal ini 

bisa dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun 2013-2023 yang rata-ratanya hanya mencapai 2,72% atau menurut kriteria 

sangat kurang, yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak serta adanya peraturan walikota Makassar tentang pemasangan 

reklame yang tidak lagi boleh dilakukan di jalan-jalan nasional sehingga 

menjadikan penerimaan pajak reklame menjadi berkurang. 

 
 
 
 
Kata Kunci: Pajak Reklame, Kontribusi,  Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

A.FADLI ABU, Year 2023 Contribution of Advertising Tax to Regional 

Original Income for the City of Makassar, Thesis for the Development 

Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University 

of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I H. Andi Jam'an and 

Advisor II Asdar 

This study aims to determine how big the contribution of advertising tax is 

to local revenue in the city of Makassar. The type of research used in this 

research is to use a qualitative approach in which the research is descriptive in 

nature. The data used in this study is quantitative, namely target data and 

realization of advertisement tax in 2013-2023 as well as primary data, namely 

data taken from interviews. The results of this study with descriptive analysis 

show that advertisement tax revenue in Makassar City is still not optimal. This can 

be seen from the contribution of advertisement tax to Regional Original Income in 

2013-2023 which averaged only 2.72% or according to very low criteria, which 

was caused by a lack of public awareness in paying taxes and the Makassar 

mayor's regulation regarding the installation of advertisements that are no longer 

allowed to be carried out on national roads so as to reduce advertisement tax 

revenue. 

 
 
 
 
Keywords: Advertising Tax, Contribution, Local Own Revenue 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah 

keadaan yg lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia 

adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan 

mencerdaskan bangsa baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

dan kecerdasan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan 

program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah 

ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia. 

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan 

tahap-tahap pelaksanannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka 

pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan 

dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti perandari pihak-pihak lainnya 

dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional. 

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan 

daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan 

Undang-undang maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakan asas 

desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas 

tersebutmaka di negara kita ada pemerintahan daerah yang bersifat 

administratif danbersifat otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang mengatur
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aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Undang-undang No.Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). Dalam 

menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat 

menentukan terlaksananya pembangunan di daerah. 

Untuk meningkatkan dan menetapkan peyelenggara pemerintahan dan 

pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan 

pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang pelaksanaan dan 

pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan 

efesien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan 

aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah 

untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai 

pembangunan daerah. 

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah 

adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah 

pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. 

M.Farouq S (018) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak di Indonesia, 

mengatakan bahwa hukum pajak merupakan salah satu alat legitimasi dan 

instrumen kebijakan yang digunakan negara untuk menghimpun dana pajak 

yang dipergunakan untuk menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan dan 

membiayai pembangunan. Bagi negara yang memungut pajak sesuai syarat 

dan ketentuan, ruang lingkup dan batasan, tata cara dan prosedur adminitrasi 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar terus dilakukan 
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mengingat dikota Makassar merupakan kota yang mempunyai laju 

pertumbuhan sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan 

terpusat dikota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota makassar yang 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi dikota tersebut yang lebih maju 

dibandingkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya seperti gowa dan maros 

hal itu dapat ditunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan yang ada 

dikota Makassar. Meningkatnya perdagangan dan industri di kota Makassar, 

sehingga petumbuhan ekonomi di Kota Makassar menjadikan penulis tertarik 

untuk meneliti. 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengancara 

peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah 

pajak daerah. Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat 

Soemitro,003). 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 009 dalam 

pasal 1 ayat (6) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame 

adalah pajak tentang penyelengaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media atau bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, untuk 

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 
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Dari berbagai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh kota makassar, pajak 

reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang 

bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD. Makassar 

merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya 

bisa dikatakan relatif cepat dari berbagai sektor khusunya pembangunan 

industri dan properti serta perdagangan yang begitu pesat persaingan di 

bidang properti di Kota Makassar.  

Melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak 

reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karna setiap 

perusahaan ataupun perorangan akan banyak menggunakan media reklame 

untuk mempromosikan berbagai jenis usaha dan produk mereka. Hal ini juga 

bisa dilihat dari berbagai sudut kota Makassar baik di pusat kota maupun di 

pinggiran kota banyak terpasang berbagai macam jenis reklame.  

Jika dilihat peningkatan pajak reklame dari tahun ke tahun realisasinya  

terjadi peningkatan yang signifikan, peningkatan yg paling signifikan terjadi 

pada tahun 017 yang terealisasi Rp. 3.8.115.16 dibanding tahun sebelumnya 

sebesar Rp18.354.864.487 terjadi peningkatan antara tahun 016-017 sekitar 

114%. 

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah 

kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

membayar pajak dan peran masyarakat dalam meningkatkan pajak 

reklameini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada 

masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan 

dari aparatur pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu 

contohnya banyaknya reklame yang tanpa mempunyai ijin pemasangan dari 
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pemerintah kota ataupun reklame yang perijinannya sudah mati. Disisi lain, 

kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun 

ketahun untuk menambah PAD agar tujuan otonomi daerah untuk 

menciptakan kemandirian daerah disektor keuangan akan dapat terwujud. 

Melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi pajak reklame sebagai salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan lagi, antar lain 

dengan mencari obyek-obyek reklame baru yang dapat dikenakan pajak 

reklame, yang dimana obyek-obyek yang pada waktu lalu tidak dikenakan 

pajak. Dari pihak Bapenda dan pemerintah daerah kota makassar harus 

memberikan penerangan pengawasan dan denda terhadap kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis 

memilih judul  “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah seberapa besar Kontribusi 

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan untuk penelitian ini adalah kontribusi Pajak 

Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat yakni sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan  pemerhati 
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masalah Pendapatan Asli Daerah khususnya  tentang pajak reklame 

dimasa otonomi   daerah. 

b. Memperoleh pengetahuan tentang potensi pajak reklame, serta          

berbagai hal tentang Pajak di Kota Makassar. 

      c. Sebagai bahan pembanding bagi pembaca yang tertarik untuk  meneliti 

hal yang sama bagi peneliti selanjutnya. 

2.  Manfaat praktis 

 Memberi informasi kepada pemerinta daerah Kota Makassar   dalam   

rangka peningkatan pajak reklame. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Undang-undang No. 33 Tahun 004 berisikan bahwa sumber 

Pendapatan Daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Dana perimbangan pendapatan lain-lain. 

 Berdasarkan undang-undang pasal 37 No.106 Tahun 1948,   

undang-undang ini mengenai keuangan daerah menyebutkan bahwa 

sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari: 

a. Pajak daerah dan retribusi 

b. Pendapatan hasil perusahaan daerah 

c. Pajak negara yang diserahkan pada daerah (seperti, subsudi, 

penjualan atau penyewaan barang-barang milik negara). 

Berikut ini beberapa uraian tentang pendapatan daerah: 

1. Pajak Daerah 

Seperti apa yang telah kita pelajari bahwa pajak daerah 

merupakan sumber dana yang penting didalam pembangunan daerah, 

dibawah ini penulis ingin menjelaskan tentang pengertian dari pajak 

daerah secara umum. 

 

 



8 
 

  

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 

pada pemerintah daerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah 

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), dan di 

Indonesia daerah yang berhak memungut pajak dibagi daerah tingkat I 

dan daerah tingkat II. Untuk dapat membiyai dan memajukan daerah 

tersebut. 

Mardiasmo (004:98) pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggara pemerintah daerah dan pembengunan daerah. Artinya, 

bahwa hasil pajak daerah yang dipungut dari orang pribadi atau badan 

tidak seimbang dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan dan 

pembangunan daerah, dimana terdapat aturan yang mengikat antara 

kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mengelola pajak tersebut. 

Rochmat Soemitro (003) pajak diartikan sebagai iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

 Suandy (005:36) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah 

daerah dan pembengunan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 
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pemerintah daerah dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan 

perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. 

Dari beberapa rumusan pengertian yang di uraiakan diatas, 

dapatlah dirumuskan suatu batasan pengertian berkenaan dengan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: 

Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah menurut 

peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah 

tangganya sebagai badan hukum publik. Dari defenisi tersebut diatas, 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah 

merupakan sumber dana yang wajib di  pungut oleh daerah berdasarkan 

Undang-undang untuk kepentingan pendanaan dan pembiayaan daerah. 

Pajak daerah yang dilakukan pemungutannya di kota Makassar sesuai 

undang-undang peraturan daerah BAB IV pasal 4 adalah: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak parkir 

h. Pajak air tanah 

i.  Pajak sarang burung walet 

j.  Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

k. Perolehan hak atas tan 

 ah dan bangunan. 
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1. Retribusi Daerah 

Retribusi merupakan salah satu sumber jenis pungutan pemerintah yang 

merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pengertian 

retribusi adalah: hasil pungutan daerah sebagai balas jasayang diperoleh dari 

pemakaian jasa. pekerjaan, pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha 

milik daerah yang dilaksanakan dengan peraturan daerah yang didasarkan 

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun pengertian retribusi menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah "Retribusi daerah 

yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pemungutan sebagai pembayaran 

atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. 

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang yang disediakan oleh 

pemerintah berpangkal pada efesiensi ekonomi. Dalam artian seseorang 

bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya. 

2.  Fungsi Pajak 

Pemerintah  memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau 

dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada 

umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah 

antara lain: 

 

 a. Fungsi Anggaran (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 
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untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi ini disebut fungsi utama karena 

fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial, ekonomi maupun politik dan hukum dengan 

tujuan tertentu. Fungsi ini disebut fungsi tambahan dari pajak karena 

fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi 

budgeter. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap 

minuman keras, dapat ditekan. misalnya penurunan pajak ekspordapat 

mendorong peningkatan produksi bagi pengusaha yang bergerak disektor 

ekspor sehingga kemampuan kerja bertambah, mendorong 

meningkatnya pendapatan luar negeri. 

3. Jenis-jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak, dapat dibagi dalam beberapa bagian. Akan tetapi, 

dalam hal ini penekanannya dititik beratkan pada jenis-jenis pajak yang ada 

di daerah, untuk terlebih dahulu penulis mengemukakan pembagian pajak 

antara lain  

       a.  Menurut Golongannya 

     1) Pajak langsung 

  Pajak langsung adalah pajak yang di maksudkan untuk dipikul 

sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa di 

limpahkan kepada pihak lain. Contohnya : pajak penghasilan, yang 

disingkat PPh. PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada 
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orang/pihak lain untuk menanggungnya, wajib pajak harus memikul 

sendiri pajak itu walaupun pembayaranya bisa melalui pihak lain. 

    2) Pajak tidak langsung 

 Adalah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau 

dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain atau pemikul. 

Contoh pemikul pajak tidak langsung adalah konsumen. atau 

sebaliknya dari pembeli kepada penjual. 

      b.   Menurut Sifatnya 

            1) Pajak Subjektif 

          Yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan 

atau kondisi pribadi wajib pajak. Misalnya : pajak penghasilan orang 

pribadi. Dalam pajak penghasilan bila wajib pajaknya orang pribadi,  

2) Pajak Obyektif 

Yaitu pajak yang dalam pengenaanya hanya memperhatikan sifat 

obyek pajaknya saja. Misalnya: Beamaterai, PPn, Pajak perseroan, 

PPh badan. Dalam Bea materai pemungutannya tidak memperhatikan 

kondisi pribadi wajib pajak misalnya : sudah kawin atau belum. 

4. Pengertian Reklame dan Pajak Reklame 

Berbagai penulis telah berusaha untuk menyatakan dengan kata-kata, 

tetapi hakekat reklame adalah demikian kompleks, dimana Reklame ialah 

benda, alat atau perbuatan, yang menurut bentuk susunan dan/atau corak 

ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau 

seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa 

atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dil ihat, dibaca dan/atau 
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didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh 

pemerintah. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame itu sendiri. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pajak reklame merupakan salah 

satu pajak yang menurut golongannya tergolong dalam pajak langsung. Maka 

pengertian reklame adalah pajak daerah yang dapat dipaksakan dan ditujukan 

secara atau wajib pajak menurut peraturan atau Undang-undang dengan 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan secara 

perorangan atau suatu perusahaan. Pada hakikatnya pajak reklame 

merupakan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah 

yang telah berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini 

adalah daerah kota makassar. 

Dari uraian diatas, maka pemungutan pajak reklame adalah setiap 

kegiatan yang menarik atau memungut pajak daerah sebagai salah satu 

manfaat lokasi dengan kebendaan yang ada diatasnya sebesar yang 

ditentukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan didasarkan 

Undang-undang yang berlaku. 

a. Macam-macam Reklame 

Dalam Peraturan daerah BAB V pasal 19 ayat (3) Menurut jenisnya, 

Reklame dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu: 

1. Reklame vidiotron/megatron 

 Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat 

elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan 

beberapa gambar atau naskah reklame. 
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2. Reklame Kain 

 Reklame ini adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis. 

Reklame kain contohnya yaitu umbul-umbul, Reklame Melekat. 

3. Reklame Selebara 

Reklame ini berbentuk selembaran lepas diselenggarakan 

dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak 

untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan, pada suatu 

benda lain. 

4. Reklame Berjalan 

Yaitu reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain 

dengan suara atau tidak dengan suara. 

5. Reklame Kendaraan 

  Reklame kendaraan adalah yang ditempatkan atau ditempelkan 

pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain 

yang perusahaan dan perwakilannya berdomisili di Reklame. 

Reklame ini menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 

Ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk. 

6. Reklame Suara 

Jenis reklame ini diselenggarakan dengan menggunakan kata-

kata yang diucapkan atau yang ditimbulkan dari atau penggunaan alat 

atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali di gunakan wajib 

pajak maupun biro reklame. 
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7. Reklame Filmatauslide 

Reklame ini diselenggarakan dengan cara memperagakan 

suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

8. Reklame Spanduk 

Spanduk merupakan reklame yang memuat data reklame 

komersial ataupun non komersial yang terbuat secara ringkas, padat 

serta jelas memakai kain serta sejenisnya yang dibentangkan 

diantara dua tiang ditempat strategis serta ramai. 

9. Reklame Papan atau Billboard 

Billboard merupakan tipe reklame yang berisi foto atau tulisan 

yang menarik serta informatif dengan dimensi besar, ditempatkan 

pada atap bilik pertokoan atau lembaga tertentu dan biasa juga 

dipinggiran jalan raya dengan sifat permanen. 

10. ReklameT-Banner dan X-Banner 

Banner merupakan tipe reklame dengan wujud kotak (potrait) 

dan persegi panjang umumnya dicetak dengan digital printing 

memakai MMT di tempatkan depan toko ataupun lembaga 

penyangga. 

11. Reklame Baliho 

Reklame jenis ini berisikan foto atau tulisan menarik serta 

informatif dengan dimensi besar, ditempatkan ditempat universal 

serta strategis memakai tiang serta kokoh dan bertabiat semi 

permanen. 
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b. Syarat-syarat Reklame 

Jenis reklame pada prasarana kota, penempatan dan 

pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota, 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Pemasangan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan 

serta tidak menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya, tidak 

mengganggu keindahan kota, tidak mengganggu lalu lintas pejalan 

kaki maupun pengaturan lalu lintas. 

2.  Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi    

prasarana kota, kebersihan kota. 

3. Pemasangan pada daerah milik perorangan dapat pula 

diperkenankan bila mendapatkan persetujuan tertulis dari 

pemiliknya. Demikian pula pemasangan reklame pada daerah tata 

pengairan,  

4. Dana dan beberapa jalan di kota Makassar yang dilarang adanya 

pemasangan reklame dengan jenis tertentu, yaitu; jenis reklame 

baliho, X-Banner, T-Banner, eklame jenis tersebut yaitu; Jl.Ahmad 

Yani, Jl.Jendral Sudirman, dan Jalan Nasional lainnya. 

        c. Fungsi Reklame 

             Semua aktivitas yang menyebabkan dicapainya barang-barang 

dan jasa-jasa oleh para konsumen dari para produsen dapat dinyatakan 

sebagai distribusi, dan reklame merupakan bagian didalamnya. Tanpa 

reklame maka aneka macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

atau industri tidak akan tercapai hasil atau target yang diharapkan, jadi 

reklame menjadi salah satu cara  yang   efektif untuk meningkatkan 
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dan memperkenalkan produk produsen ke konsumen baik itu barang dan 

jasa. Reklame dapat memenuhi fungsi ekonomi oleh karena reklame: 

1. Membantu memberikan penerangan kepada pihak konsumen. 

2. Membantu meperbesar produksi hingga meratakan jalan untuk 

produksi dalam jumlah besar. 

3. Memperbesar kecepatan perputaran dalam bidang perniagaan eceran 

dan dengan demikian menurunkan biaya-biaya distribusi persatuan 

produk. 

4. Memperkenalkan barang dan jasa, serta seseorang. Sehingga dapat 

dan mudah dikenal oleh pengguna jalan dan orang banyak 

d.   Pencabutan Izin Reklame 

            Izin penyelenggaraan dapat dicabut bila: 

1) Reklame tersebut menurut pertimbangan gubernur kepala daerah 

tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban 

umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, dan kesehatan. 

2) Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah    

ditetapkan, yaitu terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan 

yang diizinkan. 

3) Tidak ada label atau izin dan stempel penerbitan dari dinas   

pendapatan daerah kota makassar. 

4) Penyelenggara reklame tidak melakukan kewajiban seperti 

menempelkan pending, memelihara benda-benda dan alat-alat 

yang digunakan untuk reklame, membongkar reklame beserta 

bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau izin dicabut dan 

menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan 
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reklame itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

4.   Pendapatan Asli Daerah 

       Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 004 dalam pasal 1 ayat 

(18)  tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah 

dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran 

rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa PAD sebagai pendapatan rutin dari 

usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi 

sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah 

daerah, Undang-undang No. 3 Tahun 014 pasal 85 ayat (1) tantang 

Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah terdiri 

atas. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

b.   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf d, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang 
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tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan 

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan 

barang dan jasa oleh daerah. 

B. Tinjauan Empiris 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan yang dimana 

penelitianini dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang pajak reklame telah beberapa 

kali dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda pula. 

Beberapa penelitian ini hanya digunakan sebagai referensi bahan kajian. 

Berikut penelitian yang dilakukan penulis: 

                      Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 
No 

 
Peneliti/tahun 

 
Judul 

 
MetodePenelitian 

 
Hasil Penelitian 

1 Firiani/01 Kontribusi Pajak 

Reklame Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah pada dinas 

pendapatan daerah 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini 

adalah metodede 

skriftif. Metode 

penelitian ini dipandang 

sesuai. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kontribusipajak reklame 

pada PAD di kabupaten 

Pontianak terus 

mengalami perubahan. 

Dilihat dari tahun 2009- 

2011.Pada tahun 2009 

pajak reklame memberikan 

kontribusi terhadap PAD 

sebesar 0,84%,kemudian 

tahun 2010 sebesar 0,79% 

dan 

pada tahun 2011 sebesar 

1,01%. 

.2 Purnamawati/017 Kontribusi pajak 

reklame terhadap 

pajak daerah dan 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Batang Hari 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif. 

Persentase hasil penelitian 

ini rata-rata perkembangan 

PAD tahun 2011-2015 

sebesar 8.81%,kemudian 

pajak daerah dengan rata-

rata sebesar 33.45%, dan 

pajak reklame selama 

periode 2011-2015 dengan 
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rata-rata sebesar 11.73% 

dan diantara penerimaan 

daerah tertinggi rata-

ratanya terletak pada 

Pajak Daerah. Dan 

kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD=kab. 

Batanghari selama 

periode2011-2015 dengan 

rata-rata sebesar 5.77%. 

3. Winda Raufiana 

Dewi/016 

Kontribusi pajak 

hotel dan pajak 

reklame dalam 

meningkatkan 

Pendapatan 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

deskriptif dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Tingkat efektifitas 

penerimaan pajak 

hoteldalam waktu empat 

tahun terakhir dari tahun 

2011-2014 sebesar 

106,90%, 

109,81%, 15,37&, dan 

4. Vera 

Fransiscapesik/0

13 

asli daerah (studi 

kasus pada Dinas 

PendapatanDaerah 

Kota Malang)  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan pajak 

reklame di kota 

manado 

Jenis penelitian ini 

menggunakan metode 

pendekatan kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

bahwa faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan 

pajak reklame di kota 

manado adalah peraturan 

daerah, kebijakan 

pemerintah, reklame rokok 

dan minuman alkohol, 

reklame 

vidiotron, reklame yang 

diadakan pemerintah dll 

5. Ike Runtini/017 Efektifitas Pajak 

parkir dan pajak 

reklame terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota kediri 

2014-2016 

Penelitian ini 

menggunakanmetode 

kualitatif 

menunjukkan bahwa 

secara parsial pajak parkir 

dan reklame berpengaruh 

positif terhadap PAD. 

6. Sulistionngsih 

Dan Farida 

Idayat/013 

Kontribusi Pajak 

reklame Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

daerah (PAD) kota 

Surabaya 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan pengelolaan 

pajak reklame di kota 

surabaya masih kurang 

optimal. Bisa dilihat 

kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD tahun 2008-

2011 rata-rata hanya 

mencapai 7,45% atau 

dalam kriteria sangat 

kurang. 



21 
 

  

C. Kerangka Konsep 

Pajak merupakan wujud tanggung jawab warga negara dalam 

pembangunan dan merupakan imbalan tidak langsung dari pemerintah yang 

diberikan kepada warga negara. Salah satu sumber PAD adalah pajak 

daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah salah satunya 

dapat dilakukan dengan mengefektifkan sektor pendapatan pajak reklame. 

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup 

potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya 

harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar 

menggambarkan potensi daerah tersebut. 

Dalam menghitung kontribusi pajak reklame, terlebih dahulu akan 

diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah 

ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan. 

Apabila realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang 

ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar dan dapat 

dikatakan pajak reklame tersebut telah efektif. sehingga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah dan PAD. Berikut 

gambarannya: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga pajak reklame 

memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota 

Makassar .  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam 

penelitian yang dilakukan bersifat deskriktif yaitu mendeskrpsikan atau 

memberi gambaran terhadap keadaan yang terjadi tentang besarnya 

kontribusi yang diberikan pajak reklame dalam upaya membantu 

meningkatkan PAD kota makassar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi tempat penelitian yang direncanakan peneliti yaitu 

kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang merupakan lembaga 

resmi yang menaungi penerimaan pajak khusus Kota Makassar yang 

berlokasi di Jln.Urip Sumoharjo dan waktu penelitian yang dilakukan 

berlangsung selama kurang lebih dua bulan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Kuantitatif yaitu jumlah data yang terkumpul selama proses penelitian 

yang tertuang dalambentuk angka-angka 

2. Data Kualitatif yaitu jumlah data yang di kumpulkan dari artikel-artikel yang 

berisikan aturan-aturan, yang datanya dalam bentuk tulisan Sedangkan 

sumber data-data penelitian ini adalah: 

a)  Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang ada dalam lembaga tersebut yaitu berupa 

bukti target dan realisasi penerimaan pajak reklame. 

b)  Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung   

dengan pihak terkait, dengan wawancara. 
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        1. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian yang berasal dari arsip-arsip yang dimiliki oleh 

perusahaan atau responden yang dianggap signifikan dengan 

obyek penelitian. 

                2. Wawancara 

Yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait, khususnya   

pimpinan atau pegawai yang terkait langsung dalam perpajakan. 

D. Metode Analisis Data 

Guna membuktikan hipotesis kerja yang diajukan penulis menggunakan: 

1.  Analisis deskriptif, berfungsi untuk mendeskripsikan dan untuk memberi 

gambaran terhadap tingkat penerimaan pajak reklame dengan 

menggunakan angka perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak 

reklame dan menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. 

Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

Kontribusi =                                                                            X 100% 

Realisasi Penerimaan PAD 
 

2. Analisis kontribusi, Menurut kamus ekonomi (T. Guritno, 199:76) kontribusi 

adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk 

tujuan biaya atau kerugian diartikan sebagai sumbangsi yang diberikan 

pendapatan pajak reklame terhadap besarnya pendapatan asli daerah kota 

makassar. Kontribusi penerimaan pajak reklame dapat  

                 Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD, maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1  Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah 

   Persentase   Kriteria 

0%-10%  SangatKurang 

10%-0%  Kurang 

0%-30%  Sedang 

30%-40%  CukupBaik 

40%-50%  Baik 

Diatas 50%  SangatBaik 

        Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Handoko:013) 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan satu  variabel 

independen. Adapun definisi operasional setiap variabel  adalah 

sebagaiberikut: 

a.  Pajak rekleme yaitu semakin meningkatnya perekonomian 

kabupatenatau.    kota maka pemasukan pemerintah daerah dari sektor 

pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali pajak reklame. Pajak 

reklame dianggap alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat 

efektif, karena dianggap mampu menarik calon konsumen dan reklame 

dapat di akses dari semua pihak, hal ini menjadikan reklame harus 

diperhatikan pemerintah. Data pajak reklame yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame di kota Makassar. 

b.    Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerahdari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku, dapat dikatakan PAD sebagai 

pendapatan dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatka  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

  Kota Makassar merupakan Ibu Kota dari Provensi Sulawesi 

Selatan, Kota yang dulunya bernama Ujung Pandang lalu berganti 

menjadi Makassar pada tahun 1999. Makassar kini menjadi Kota 

metropolis dan termasuk juga sebagai kota besar di bandingkan kota-

kota yang ada di sekitarnya seperti Maros dan gowa, kota Makassar 

juga salah satu tempat yang tepat bagi para pengusaha dan pebisnis 

untuk memperkenalkan produknya. Kota Makassar di tempati oleh 

berbagai banyak suku-suku yang ada seperti suku Makassar, Bugis, 

Toraja, Mandar, Jawa, Tionghoa dan lain-lain. Kota Makassar terus 

berkembang dari beberapa tahun terakhir, seperti pembangunan dari 

segi perekonomian dan infrastruktur seperti adanya pelabuhan laut, 

Bandara Hasanuddin, jalan tol, dan berbagai industri atau 

perdagangan yang ada di Makassar, Makassar juga memiliki objek 

wisata yang cukup menarik seperti pantai losari, berbagai museum-

museum peninggalan belanda, pantai akkarena, tanjung bayang, dan 

wisata bahari laninya juga makam tradisional dan berbagai tarian dan 

busana tradisional. 
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2. Visi dan Misi Kota Makassar 

1. Visi Kota Makassar 

 Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan 

Jasa, yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling 

bersahabat. Misi Kota Makassar 

2.  Misi Kota Makassar 

a. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan  

sehari-hari, dan semakin memantapkan persaudaran antara 

pemeluk agama. 

b. Perwujudan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supermasi  

hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan 

kebenaran. 

c. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

d. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani 

masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

e. Penumbuhkembangkan sinergi pembangunan berkelanjutan 

antara Kota Makassar dengan daerah lainnya. 

f. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan 

tetap memperhatikan kelestarian alam lingkungan hidup. 

g. Pelestarian nilai-nilai lihur budaya bangsa. 

h. Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas pendidukan  

dasar, menengah dan tinggi. 
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i. Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam 

rangka mengemban misi individu atau kelompok. 

j. Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 

k. Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara 

layak dan bermartabat, dengan perhatian utama pada 

tercukupinya kebutuhan dasar. 

l. Pemanfaatan dan penggalian potensi Sumber Daya Manusia 

dan potensi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan 

berwawasan global dan berwawasan lingkungan hidup menuju 

kesejahteraan masyarakat. 

m. Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai bandar 

niaga dan menjadikannya sebagai pelayanan transportasi 

angkutan laut yang berdimensi internasional dan menjadi 

kebutuhan angkutan laut di Wilayah Indonesia Timur. 

3. Kondisi Geografis 

 Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung 

Pandang, terletak antara 119º24’17’38’’ Bujur Timur dan 5º8’6’19’’ 

Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah 

Selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. 

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2º(datar) 

dan kemeringan lahan 3-15º(bergelombang). Luas wilayah kota 

Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi 
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iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar 

antara 26ºC sampai dengan 29ºC. 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai 

yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenan 

sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai 

(Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang 

kesemuanya bermuara dalam kota. Kota Makassar merupakan 

hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 

meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kota 

Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, 

terutama pada saat turun hujan secara bersamaan dengan naiknya air 

pasang. 

 
Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 

Kecematan dengan 153 Kelurahan. Ada tujuh kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Kecamatan 

Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, 

Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biring 

4. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. 

 

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Makassar 
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Jumlah penduduk Kota Makassar Berkisar 1,526,677 juta jiwa 

yang terdiri  dari laki-laki sebanyak 755.958 dan perempuan sebanyak 

770.709. 

Peneliti ingin menyajikan tabel jumlah penduduk kota makassar 

per-kecamatan. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan Jumlah 
Kecamatan Pada Tahun 2022. 

Kecamatan Laki-laki Perempuan 

 Mariso 30.602 29.89 

Mamajang 30.129 31.323 

Tamalate 102.128 103.413 

Rappocini 82.162 87.959 

Makassar 42.553 42.962 

Ujung Pandang 13.716 15.338 

Wajo 15.47 15.983 

Bontoala 27.886 29.311 

Ujung Tanah 18.037 17.497 

Sangkarang 7.239 7.292 

Tallo 70.303 70.027 

Panakkukang 73.971 75.693 

Manggala 75.094 74.393 

Biringkanaya 110.138 110.318 

Tamalanrea 56.533 59.31 

 TOTAL 755.968  770.779  

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023. 

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk terbanyak di kota 

makassar ada dikecamatan Biringkanaya Laki-laki sebanyak 110.138 dan 

perempuan 110.318. sedangkan yang paling sedikit yaitu kecamatan 

Sangkarang berjumlah Laki-laki 7.239 dan perempuan 7.292. Luas Wilayah 

Kota Makassar yaitu sekitar 175.77km²    disamping fungsinya  sebagai  Ibu  
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Kota  Propinsi  Sulawesi  Selatan  juga merupakan daerah pusat 

pengembangan wilayah bagian timur, karena merupakan pusat 

pengembangan wilayah, maka di Makassar tentu akan dijumpai berbagai 

macam, kemudahan-kemudahan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat. Kemudahan-kemudahan itu antara lain : fasilitas kesehatan, 

fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, pembelanjaan, hiburan, bank-bank 

dan lain-lain. 

B. Hasil Penelitian  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No.17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah 

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara 

umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak 

pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf (a) Undang- 

Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan 

bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri 

perludi berikan sumber- sumber pendapatan atau penerimaan keuangan 

daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas- 

tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat 

secara adil dan merata (Nursyam, 2019). Otonomi daerah merupakan 

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih 
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leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan 

kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya 

alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera 

diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah 

harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayah nya untuk diandalkan 

sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat 

menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana 

yang cukup (Nursyam, 2019). Bastian (2006), menyatakan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang 

berisi pajak daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan 

milik negara. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah 

berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan di bidang industry atau 

memiliki sumberdaya alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan 

Asli Daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga 

sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu 

sisi ada daerah yang sangat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Daerah Kota Makassar kaya karena memiliki Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena 

memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah (Suandi, 2016). 

Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  

retribusi,  laba  usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam 

rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor 

retribusi, khususnya pajak daerah diperlukan antara lain  suatu  kajian  dan  
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perhitungan-perhitungan  seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. 

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menggunakan presentase perbandinganantara   realisasi   pajak   daerah   

dengan   realisasi   pendapatan   asli   daerah.   Kontribusi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang 

merupakan  sumbangan  dari  pos  pajak  daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

penerimaan keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 8 Bahwa 

“Pendapatan Asli Daerah disebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh 

Daerah yang dipungut berdasarkan aturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang undangan”. Pendapatan Asli Daerah PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dalam sepuluh tahun 

terakhir mengalami perubahan yang  beragam. Salasatu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dearah yang di 

pisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, 

Pendapatran Asli Daerah yaitu hasil pajak, retribusi daerah pendapatan 

dari Dinas-dinas, BUMN, dan lain-lain yang dikalkulasikan dalam bentuk 

ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah 
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Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengindikasikan 

bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan 

daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam 

mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan 

perkembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta 

jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut ini data tentang 

perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2010 

sampai dengan tahun 2019.h mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 2010-2019 

NO Tahun Pendapatan Asli Daerah Persentase (%) 

1 2010 34,842,143,749,72 -  

2 2011 33,780,847,477,28 -3,04 

3 2012 52,347,658,040,42 54,96 

4 2013 85,874,602,728,88 64,04 

5 2014 155,427,196,665,98 80,99 

6 2015 159,777,772,085,62 2,79 

7 2016 180,156,598,90 -99,88 

8 2017 280,478,099,49 55,68 

9 2018 214,246,216,58 -23,61 

10 2019 230,462,002,38 7,56 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2023 

 Berdasarkan label 4.2  di atas, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir 

yakni tahun 2010 sampai tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Makassar mengalami fluktuatif tiap tahunnya, dimana Pendapatan Asi 

Daerah pada tahun 2010 sebesar 34,842.143,749,72 pada tahun 2011 
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sebesar 33,780,847 477 28, pada tahun 2012 sebesar 52.347,658,040.42 

pada tahun 2013 sebesar 85,874,602.726,58, pada tahun 2014 sebesar 

155,427,196,665,98, pada tahun 2015 sebesar 159.777.772.085.62 pada 

tahun 2016 sebesar 180,156,595.90, pada tahun 2017 sebesar 

280,478.099/49, pada tahun 2015 sebesar 214.246 216.58 dan pada tahun 

2019 sebesar 230,462,002.38 

 2.  Pajak Reklame 

 Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan 

izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap 

saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. 

 Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame. Dalam Perda tersebut dijelaskan, pajak reklame 

adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. 

Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang 

ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi 

jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar 

dan menarik. 
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 Adapun Alur dalam pelayanan pajak reklame dapat dilihat sebagai berikut :  

 

 

  Tidak   

    

 

 

Tidak 

Ya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Tahun 2023 

Gambar 4.2 Alur Pelayanan Pajak Reklame 
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Berdasarkan gambar diatas alur pelayanan Pajak reklame dimulai 

dengan mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame kepada 

Kabupaten ke sekretariat BAPENDA. Setelah permohonan disetujui 

selanjutnya Bidang III melakukan pengecekan lokasi yang dimohonkan dan 

disetujui sesuai dengan peraturan walikota, jika tidak disetujui maka 

melakukan pengajuan kembali. Sekretariat administrasi umum, menghimpun 

permohonan wajib pajak sesuai dengan lokasi yang dimohonkan. 

Kemudian seksi penetapan, membuat nota perhitungan dan 

menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPD). selanjutnya, wajib pajak 

melakukan pembayaran di loket dan membayar sesuai dengan SKPD, yang 

tidak melunasi pajak, diwajibkan untuk segera mungkin melunasi atau 

membayar, sehingga badan pendapatan daerah akan menerbitkan surat izin 

pemasangan reklame dan legalisasi reklame untuk wajib pajak yang telah 

melunasi/membayar reklame, dan wajib pajak mengambil izin reklame dan 

reklame yang sudah di legalisasi tersebut. 

3. Jenis–jenis Pajak Daerah di Kota Makassar 

 Berdasarkan data yang di peroleh dan referensi yang ada, bahwa 

pajak ialah kontribusi yang wajib terhadap negara yang berhutang terhadap 

orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang di pungut oleh badan 

pendapatan daerah di Kota Makassar dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

      Dibawah ini adalah tabel target dan realisasi pajak reklame Kota Makassar 
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Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar 

                                    Tahun 2013-2022 

Tahun Target Realisasi 

2015 Rp. 21.000.000.000 Rp. 19,682,419,591 

2016 Rp. 23.248.645.000 Rp. 19,859,383,752 

2017 Rp. 24.748.645.000 Rp. 19,080,173,516 

2018 Rp. 25.590.346.000 Rp. 18,354,864,487 

2019 Rp. 26.000.000.000 Rp. 39, 282,116,126 

2020 Rp. 35.000.000.000 Rp. 44.880.644.293 

2021 Rp.  53.000.000.000  Rp. 53.641.688.525  

2022 Rp. 41.000.000.000 Rp. 46.606.813.357 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2023 

      Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Makassar menunjukkan bahwa setiap tahun pajak 

reklame di kota makassar terus meningkat mulai dari tahun 2013 hingga 

2022, pelonjakan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 Rp. 

18,354,864,487 pada tahun tahun 2017 meningkat senilai Rp. 39, 

282,116,126 meningkat sekitar 18% ini adalah pelonjakan yang sangat 

signifikan. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun terus meningkat 

maka Pajak Reklame berpotensi meningkatkan PAD Kota Makassar, 

pada tahun 2016-2017  mengalami penurunan sekitar 7,3% pada tahun 

2018 meningkat 2,3% Rp. 44.880.644.293. 2019 meningkat menjadi Rp. 

53.000.000.000 pencapain 16%. 2020 turun menjadi Rp. 46.606.813.357, 

pencapaian -15%. 2020 menjadi tahun yang mengalami penurunan yang 

derastis, ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi salah 

satunya ditidiadakannya event besar, larangan kumpul-kumpul dan lain-

lain yang menyangkut masalah event. 

       Dibawah ini adalah tabel persentase kontribusi jenis-jenis pajak 

daerah kota makassar 
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Tabel 4.4 Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022 

      Tahun(%)     Rata-rata 

Jenis-Jenis Pajak 2018 2019 2020 2021 2022 (%) 

Pajak Hotel 8,01 9,78 10,93 11,22 6,34 9,26 

Pajak Restoran 13,07 14,83 17,55 19,60 15,71 16,15 

Pajak Hiburan 3,09 3,32 4,06 3,74 1,66 3,02 

Pajak Reklame 3,54 4,47 4,47 4,99 5,36 4,37 

Pajak Penerangan 
Jalan 

19,14 20,40 22,38 21,43 25,29 21,72 

Pajak Mineral 0,05 0,01 - - - 0,03 

Pajak Parkir 1,73 1,73 1,78 1,87 1,14 1,65 

Pajak Air Bawah 
Tanah 

0,09 0,19 0,29 0,36 0,05 0,20 

Pajak Sarang Walet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pajak BPHTB 21,47 28,72 22,20 21,69 23,93 23,60 

PBB Sektor P2 17,53 15,42 15,56 15,24 19,52 16,65 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (olah data), Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel di atas, Bahwa jenis-jenis pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar belum ada yang cukup baik dalam 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jenis pajak yang 

memberikan kontribusi paling besar adalah pajak BPHTB (bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan) yaitu dengan rata-rata 23,60% dari tahun 2016 

sampai dengan 2020 dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 

yaitu sebesar 28,72%. Jenis pajak daerah yang paling sedikit memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak sarang burung 

walet, Pajak mineral dengan rata-rata 0,03%,  juga pajak reklame dengan 

rata-rata hanya sebesar 4,37% saja dari tahun 2016 sampai dengan 2022, 

tentunya ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa makassar 

merupakan pusat kota di mana laju pertumbuhan ekonominya yang lebih 

maju jika di bandingkan dengan kota-kota di sekitarnya seperti maros dan 

gowa, juga banyaknya industri-industri yang ada dan pusat-pusat 

perbelanjaan. Tentunya dengan melihat keadaan ini pemerintah khusunya 
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Badan Pendapatan Daerah masih harus menggali terus potensi-potensi 

pajak yang ada di kota makassar sehingga pajak daerah terus meningkat dan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk 

pembangunan kota makassar. 

        Jika pajak reklame lebih di perhatikan, tidak menutup kemungkinan 

kalau saja pajak reklame bisa menjadi salah satu pajak andalan dalam 

memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah jika di 

bandingkan dengan pajak lainya karena mengingat kota makassar 

merupakan pusat ibu kota sulawesi selatan yang menjadi pusat bisnis dan 

menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produknya 

untuk tujuan komersil. Dengan meningkatnya pajak reklame tentunya ini bisa 

membantu dalam membiayai segala bentuk pembangunan dan membiaya 

segala kegiatan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah di kota 

Makassar 

4. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Kota Makassar 

      Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat pembuatan media atau yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya bertujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatian umum pada suatu barang jasa atau orang yang 

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.  
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 Pendapatan asli daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari segala kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah  

  Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan mengelolah potensi 

asli daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan oleh peneliti mengenai 

perkembangan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, maka selanjutnya untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang 

diterima setiap tahunnya maka digunakan rumus sebagai berikut  

 Berdasarkan rumus di atas maka besarnya kontribusi yang di terima 

setiap tahunya adalah sebagai berikut. 

                      Realisasi penerimaan pajak reklame  

Kontribusi =  x 100% 

                       Realisasi Penerimaan PAD 

 

Tabel 4.5 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada Tahun 2013-2022 

Tahun Pajak Reklame 
Pendapatan Asli 

Daerah 
Konstribusi Kriteria 

2015  Rp. 19,682,419,591 Rp. 612,056,765,277 3,21% Sangat Kurang 

2016 Rp. 19,859,383,752 Rp. 655,362,121,024 3,03% Sangat Kurang 

2017 Rp. 19,080,173,516 Rp. 709,962,895,492 2,68% Sangat Kurang 

2018 Rp. 18,354,864,487 Rp. 879,579,142,506 2,08% Sangat Kurang 

2019 Rp. 39, 282,116,126 Rp. 858.212.312.270 3,54% Sangat Kurang 

2020 Rp. 44.880.644.293 Rp. 947.371.868.404 4,47% Sangat Kurang 

2021 Rp. 53.641.688.525  Rp. 1.073.061.660,653 4,99% Sangat Kurang 

2022 Rp. 46.606.813.357 Rp. 868.699.900.035          5,36% Sangat Kurang 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (data diolah), Tahun 2022 

       Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa kontribusi 

penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota 
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makassar pada tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2013-

2022 kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,36%, 

Naiknya lainnya seperti: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

parkir, pajak BPHTB. Disebabkan adanya pandemi COVID-19 dalam dua 

tahun terakhir dan sangat berdampak pada kontribusi pajak daerah dengan 

adanya aturan pemerintah pusat PSBB (Pembatasan sosial berskala 

besar) dan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), dan 

Kota Makassar termasuk dalam pembatasan tersebut, hal ini sangat 

berdampak pada kontribusi pajak daerah, namun pada pajak reklame 

terjadi kenaikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Makassar karena 

PPKM dan PSBB tidak begitu berpengaruh kepada bidang reklame dan 

pajak reklame. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 

sebesar 2,08%. Diduga di karenakan semakin berkurangnya peminat 

konsumen industri untuk memasang reklame di jalan apalagi adanya 

gambar ataupun selogan pada rokok tentang “Rokok Dapat Membunuhmu” 

sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dan 

juga diakibatkan oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor 34 tahun 

2006 terkait pemasangan reklame yang tidak lagi boleh di lakukan jalan-

jalan nasional, sehingga menurut mantan kepala dinas tata ruang dan 

bangunan (DTRB), banyak reklame yang sudah habis jangka waktunya, 

tidak lagi diperpanjang oleh Bapenda selain itu reklame sudah terlalu 

banyak di keluhkan oleh masyarakat karena kota tidak tertata dengan baik 

dan semakin semrawutnya juga kurangnya kesadaran terhadap membayar 

pajak. Kurang optimalnya penerimaan pajak reklame di sebabkan juga oleh 

kurang optimalnya pemerintah khusunya Badan Pendapatan Daerah Kota 
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Makassar dalam melakukan pungutan dan Pengolahan Pajak reklame. 

Salah satunya adalah tertuju pada kurangnya penertiban dan pengawasan 

yang di lakukan pemerintah setempat, contohnya saja banyaknya reklame 

yang izinya sudah mati akan tetapi masih tetap terpasang. 

Peningkatan PAD yang besar juga menyebabkan kontribusi pajak 

reklame menurun drastis. Faktor penyebab naiknya PAD dari tahun ke 

tahun juga di karenakan komponen bagi hasil pajak untuk Pajak BPHTB 

dan Pajak PBB sektor 2 dan lainya. Secara rata-rata kontribsi penerimaan 

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2022 

adalah sebesar 2,72%. Menurut kriteria dan indikator yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota makassar harus lebih 

meningkatkan dan menggali lagi dalam memanfaatkan dan memperhatikan 

serta mengoptimalkan segala sumber-sumber penerimaan yang terkait 

dengan Pajak reklame sehingga pajak Reklame ini akan memberikan 

potensi penerimaan yang cukup besar dalam rangka membiayai 

pembangunan Kota Makassar dimasa yang akan datang, namun 

berdasarkan tabel di atas kontribusi pajak reklame sebagai pajak daerah 

masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) di kota makassar. 
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C .  Pembahasan  

Kota Makassar merupakan kota yang mempunyai laju pertumbuhan 

sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat di 

kota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota makassar yang 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut yang lebih maju di 

bandingkan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti maros dan gowa hal itu 

dapat di tunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan yang ada di 

kota makassar. Meningkatnya industri dan perdagangan di kota makassar 

maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

di kota makassar. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan 

penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Blakely (1989:44) 

berpendapat bahwa “kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama 

dari kebijakan pembangunan ekonomi” Dalam prakteknya di Indonesia, 

sector utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap 

kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sector pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

Penelitian ini mempokuskan pada Pajak reklame sebagai salah satu 

bagian dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 

dalam Pasal 1 ayat (26) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, 
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jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum. 

 Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Makassar, 

pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek 

positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD. 

Makassar merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangannya 

perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat di bandingkan daerah 

sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota 

Makassar dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh 

begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin 

maraknya pusat-pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Makassar. 

Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak 

reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap 

perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media 

reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk 

mereka. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai sudut kota Makassar baik di 

pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak terpasang berbagai macam 

reklame. 

Akan tetapi dari data yang telah di tampilkan pada bab sebelumnya dapat 

dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak reklame 

sebesar Rp. 19.681.419.591, Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak 

reklame mengalami peningkatan sebesar 0,90% sehingga penerimaan 

pajak reklame adalah sebesar Rp. 19.859.383.752, kemudian pada tahun 

2015 mengalami penurunan sebesar 3,92% sehingga penerimaan pajak 
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reklame menjadi Rp. 19.080.173.516, Tahun 2016 realisasi penerimaan 

pajak reklame mengalami penurunan sebesar 3,80% sehingga penerimaan 

pajak reklame pada tahun 2016 adalah Rp. 18.354.864.487. Tahun 2017 

realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 114% 

sehingga penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 39.282.115.126. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame Selama tahun 2013-2020 

kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,36%, 

sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,08%. 

Diduga di karenakan semakin berkurangnya peminat konsumen industri 

untuk memasang reklame di jalan apalagi pada tahun 2019 memasuki 

pandemi sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

reklame dan juga diakibatkan oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) 

nomor 34 tahun 2006 terkait pemasangan reklame yang tidak lagi boleh di 

lakukan jalan-jalan nasional, sehingga menurut mantan kepala dinas tata 

ruang dan bangunan (DTRB), banyak reklame yang sudah habis jangka 

waktunya, tidak lagi diperpanjang oleh Bapenda selain itu reklame sudah 

terlalu banyak di keluhkan oleh masyarakat karena kota tidak tertata dengan 

baik dan semakin semrawut, juga kurangnya kesadaran terhadap 

membayar pajak. Kurang optimalnya penerimaan pajak reklame di 

sebabkan juga oleh kurang optimalnya pemerintah khusunya Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pungutan dan 

pengolahan pajak reklame. Salah satunya adalah tertuju pada kurangnya 

penertiban dan pengawasan yang di lakukan pemerintah setempat, 



47 
 

  

contohnya saja banyaknya reklame yang izinya sudah mati akan tetapi 

masih tetap terpasang. 

Peningkatan PAD yang besar juga menyebabkan kontribusi pajak 

reklame menurun drastis. Faktor penyebab naiknya PAD dari tahun ke 

tahun juga di karenakan komponen bagi hasil pajak untuk Pajak BPHTB dan 

Pajak PBB sektor 2 dan lainya. Secara rata-rata kontribsi penerimaan Pajak 

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir di 

mulai pada tahun 2013-2020 adalah sebesar 2,72%. Menurut kriteria pada 

indikator yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat di simpulkan 

bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota 

makassar harus lebih meningkatkan dan menggali lagi dalam 

memanfaatkan dan memperhatikan serta mengoptimalkan segala sumber-

sumber penerimaan yang terkait dengan pajak reklame sehingga pajak 

Reklame ini akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam 

rangka membiayai pembangunan Kota Makassar dimasa yang akan dating. 
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V. PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan 

oleh Penulis terkait Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar dapat di simpulkan bahwa: 

1. Penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar tahun 2013-2022 daerah Kota Makassar rata–rata sebesar 

2,72% 

2. Pencapaian penerimaan yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 

Rp. 53.641.688.525  dan paling terendah pada tahun 2016 yaitu 

menurun sebesar -3.80% 

3. Persentase kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah 

pada tahun 2013-2022 dapat di katakan masih sangat kurang, yang di 

akibatkan oleh kurang nya kesadaran terhadap wajib pajak dan atas 

peraturan pemerintah itu sendiri 

B. Saran 

 Adapun upaya meningkatkan Pajak khususnya mengenai Pajak 

Reklame, maka penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Untuk mempercepat proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu 

dilakukan upaya-upaya konkrit dan pendataan sumber-sumber 

pendapatan yang utamanya pajak dan retribusi yang memiliki potensi 

cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

2. Kepada pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah kota 

Makassar dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame agar selalu 

mencapai target yang efektif sebaiknya melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi secara rutin sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib 

pajak terhadap kewajibannya dalam taat membayar pajak. 
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3. Meningkatkan pengawasan, serta upaya-upaya yang dilakukan antara 

lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan bahkan 

secara dadakan, memperbaiki proses pengawasan, dan menerapkan 

sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas dengan 

topik yang sama untuk memperluas ruang lingkup penelitianya dan 

menambah jumlah tahun penerimaan pajak reklame serta menambah 

variabel lainya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak 

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota makassar. 
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Lampiran 1 

Target dan Realisasi Pajak Reklame, Pajak Daerah dan PAD Kota Makassar 

Tahun 2017-2022 
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Lampiran 2 

Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Izin Penelitian 
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Lampiran 4 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah proses Pelayanan pajak reklame ? 

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak reklame ? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak reklame? 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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